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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);   

 
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

 
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 

 
13  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 
2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4161); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi  dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 
Seri E); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka belitung Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 
Seri D); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
dan 

 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG 

PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya. 

9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 
permukaan tanah. 

10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan 
meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. 

11. Mata Air adalah pemunculan air tanah dipermukaan tanah yang disebabkan oleh 
beberapa hal seperti terpotongnya muka air tanah oleh morfologi. 

12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, 
pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung. 

13. Recharge Area atau daerah imbuhan adalah daerah resapan air yang mampu 
menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan air Tanah. 

14. Discharge Area atau daerah lepasan air tanah adalah daerah keluran air tanah yang 
berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah. 

15. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan 
dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan 
menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain. 

16. Pola pengelolaan Air Tanah adalah kerangka dasar dalam merencanakan, 
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan 
pendayagunaan air tanah. 

17. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. 



18. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih 
teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber ir tersebut, melalui survey 
geofisika dan pengeboran eksplorasi air tanah. 

19. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, 
kondisi, dan lindungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau 
kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai 
untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun yang akan 
datang, pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana 
dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta 
mempertahankan mutunya.  

20. Pelestarian air tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air 
tanah agar tidak mengalami perubahan. 

21. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah 
terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. 

22. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar 
tersedia sesuai fungsinya. 

23. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi 
keerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti 
semula. 

24. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar 
sesuai dengan baku mutu air. 

25. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air 
tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kulitas agar lebih baik 
untuk kembali seperti semula. 

26. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air 
tanah. 

27. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, pengunaan, pengembangan, 
dan pengusahaan air tanah secara optimal aagar berhasil guna dan berdaya guna. 

28. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan 
penggunaan air tanah. 

29. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai 
keperluan. 

30. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah 
sesuai dengan daya dukungnya. 

31. Pengendalian air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, 
penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya 
secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya. 

32. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan 
teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

33. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara komersil. 

34. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk 
melakukan kegiatan dibidang air tanah. 

35. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas 
perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh 
perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah. 

36. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu Air 
tanah pada akuifer tertentu. 

37. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan 
kebutuhan pemantauan terhadap Air tanah pada suatu cekungan Air tanah. 

38. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis 
maupun manual. 



39. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air 
kedalam tanah pada akuifer tertentu. 

40. Sumur injeksi adalah sumur yang dibuat dengan diameter tertentu untuk 
memasukan air kedalam tanah dengan tujuan untuk memulihkan kondisi air lapisan 
akuifer tertentu. 

41. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara 
detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air 
tersebut. 

42. Izin Pengeboran Air  Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran Air tanah baik 
untuk tujuan eksplorasi dan atau eksploitasi ait tanah. 

43. Izin pengambilan air tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah 
untuk berbagai macam keperluan. 

44. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air tanah untuk memperoleh 
hak guna usaha air tanah. 

45. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau 
mengusahakan air  tanah untuk berbagai keperluan. 

46. Hak guna pakai air tanah adalah hak untuk memakai dan memperoleh air tanah. 

47. Hak guna usaha air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air 
tanah. 

48. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL 
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan 
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 

49. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang 
dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung 
jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). 

 
BAB II 

TUJUAN, DASAR DAN HAK 
 

Pasal 2 
 

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, 
pemanfaatan, keberlanjutan dan kesinambungan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-
besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
 

Pasal 3 
 

(1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh mencakup air 
fosil, air mineral, air panas. 

(2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi cekungan air tanah 
lintas kabupaten/kota. 

 
Pasal 4 

 

(1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai 
dan hak guna usaha air. 

(2) Hak guna air tanah sebagaimana dimkasud pada ayat (1) tidak dapat dipindah 
tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. 

 
 

Pasal 5 
 


